BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 05.2_ g"; TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN NIAS SELATAN BERBASIS AKRUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan
Nomor 104 Tahun 2015, belum mengatur tentang pedoman
wajib Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan dan ketentuan kebijakan akuntansi
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berbasis akrual yang
tercantum dalam lampiran belum mengatur secara rinci
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
persediaan, penyajian dan amortisasi aset tidak berwujud;

bahwa untuk menyesuiakan dan penyempurnaan Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dirasa
perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Nias Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Berbasis Akrual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik
Indonesia 385);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak-Pak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Wilayah Provinsi Sumatcra
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemeérintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; i
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
i"igim;:gerfentir;l [Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang
pa i diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang
diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun
2016 tentang : Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi
Sumatera Utara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi
Sumatera Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias
Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 20135 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Berbasis Akrual;

Praturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_ 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_ 09 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Nias Selatan Nomor 51 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daearah
Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_ 21 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nias Selatan

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_ 36 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 104 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

NIAS SELATAN BERBASIS AKRUAL

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Berbasis Akrual,

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :




(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Berbasis Akrual
terdiri atas :

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan

b. kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, mengatur defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas :

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten
Nias Selatan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, wajib
berpedoman pada kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya
disebut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disispkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
November 2019

LATAN,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR 0 06.2_ TAHUN 2019

TANGGAL  : 22 NOVEMBER 2019

TENTANG  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NIAS SELATAN NOMOR 104 TAHUN
2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH  KABUPATEN  NIAS
SELATAN BERBASIS AKRUAL

5. PERSEDIAAN

a. Definisi Persediaan
1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa :

a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka

kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses

produksi;

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat;

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Ketentuan ayat (3) pada Definisi Persediaan diubah, sehingga ayat (3)
berbunyi sebagai berikut :

(3) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat
tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

(4) Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi
barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku
pembuatan alat-alat pertanian.

(5) Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai
persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

(6) Berdasarkan Karakteristiknya, Persediaan meliputi :

a. Persediaan Bahan Pakai Habis :
1) Persediaan Alat Tulis Kantor;
2) Persediaan Dokumen/Administrasi Tender;
3) Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering);
4) Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya;
5) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
6) Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas;
7) Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran ;
8) Persediaan Isi tabung gas.
b. Persediaan Bahan/Material:
1) Persediaan Bahan baku bangunan;
2) Persediaan Bahan/bibit tanaman,;
3) Persediaan Bibit ternak;
4) Persediaan Bahan obat-obatan;
5) Persediaan Bahan kimia,
6) Persediaan Bahan Makanan Pokok;




c. Persediaan Barang I;.ajnnya
Persediaan Barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga

b. Pengakuan Persediaan

1)

2)

Persediaan diakui :

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah.

Ketentuan ayat (2) pada Pengakuan diubah, sehingga ayat (2) berbunyi

sebagai berikut :

2) Pengakuan beban persediaan dilakukan dengan pendckatan asct yaitu
setiap pengakuan beban persediaan diakui ketika telah dipakai atau
dikonsumsi.

3) Pencatatan nilai persediaan dilakukan dengan metode periodik. Dengan
metode periodik pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi
penambahan sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah
persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock
opname) pada akhir periode akuntansi.

c. Pengukuran Persediaan

1)

2)

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran

persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan

berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan
terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wajar (arm length transaction).

d) Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang
terakhir diperoleh. :

e) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode "masuk pertama keluar
pertama”.

f) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

g) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.




d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

1)
2)

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam
pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam
proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

b) Pada Penyajian dan Pengungkapan Persediaan ayat (2b) diubah, sehingga
ayat (2b,) berbunyi sebagai berikut :

b). jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang
tidak dilaporkan dalam neraca.

e. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

1)

2)

3)

4)

5)

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset
NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun

Catatan atas Laporan Keuangan (CalK) disesuaikan dengan kebutuhan

daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah,

misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan

maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) disesuaikan dengan

kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga
menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset

Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset

Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :

a) Masa manfaat dan metode amortisasi;

b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak
Berwujud;

c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir
periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

d) Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah
dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode
garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun lamanya nilai manfaat
(umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan
tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak
berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun dengan estimasi
nilai sisa dan estimasi masa manfaat sebagai berikut :

No. Estimasi Nilai Sisa | Estimasi Masa Manfaat
Uraian (Rp) (Tahun)
1. | Aset Tak Berwujud
2. | Software & Aplikasi 1 4
o Kajian-kajian 1 5

e) Penghapusan aset tak berwujud dibuat dalam Keputusan Kepala Daerah;




6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainhya dan diungkapkan
secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain
adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian
penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan
informasi lainnya yang relevan.

f. Amortisasi Aset Lainnya
1. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam
jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
2. Pada Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya ayat (8) dihapus.
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